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ABSTRAK 

This research is driven by the urgent issues faced by coastal communities in 

Setapuk Besar Village due to seawater intrusion, which are then addressed through 

empowerment and the arrangement of agrarian reform access for welfare 

improvement. Using a descriptive qualitative approach, this study aims to describe 

the socio-economic conditions and obstacles faced by the community, as well as to 

examine the results of this empowerment within the context of agrarian reform 

access arrangement. The research findings indicate that the program successfully 

provided assistance, skills training (e.g., BSM3 fertilizer production), production 

house support, and export certification, which significantly improved access to 

land, business capital, and community welfare, fostering independence and 

sustainability. In conclusion, the arrangement of agrarian reform access through 

coastal community empowerment has been effective in improving welfare and 

quality of life in Setapuk Besar Village, while also serving as a solution to seawater 

intrusion.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Program Reforma Agraria merupakan salah satu komponen penting dalam 

upaya mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi di sektor pertanahan. 

Kemudian digulirkan pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut, berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang 

menegaskan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya serta memanfaatkannya untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat, maka kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia merupakan 

tujuan utama. Selain itu, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1960 tentang pokok-pokok agraria (UUPA) yang menegaskan bahwa negara pada 

hakikatnya menguasai bumi, air, dan ruang angkasa, serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya, dan memanfaatkannya untuk sebesar-besar kemakmuran 

rakyat untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. 

Reforma agraria memiliki dua pilar utama yang harus seimbang: penataan 

aset melalui sertifikat tanah untuk memberikan kepastian hukum dan akses ke 

lembaga keuangan, serta penanganan akses untuk memperluas akses masyarakat 

terhadap tanah produktif dan mengurangi ketimpangan distribusi dengan prinsip 

partisipasi, keberlanjutan, dan keadilan. Keseimbangan kedua pilar ini penting 

untuk mencapai tujuan reforma agraria dalam menciptakan keadilan sosial dan 

ekonomi, sehingga memerlukan keterlibatan masyarakat, pemerintah, dan sektor 

swasta untuk menciptakan sistem pengelolaan tanah yang efisien, transparan, dan 

inklusif dengan memperhatikan keberlanjutan jangka Panjang. (Nurahmani, 

2023b). Pengelolaan akses merupakan bagian penting reforma agraria yang 

memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola lahan secara efektif 

dengan meningkatkan kapasitas pemanfaatan sumber daya melalui akses terhadap 

teknologi, pembiayaan, dan pasar, sehingga lahan dapat dimanfaatkan sebagai aset 
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ekonomi bernilai tinggi untuk meningkatkan sumber daya finansial masyarakat 

(Surya Wira et al., 2024). 

Pemberdayaan masyarakat menjadi pilihan karena memberikan dampak 

sosial yang lebih luas, seperti pengurangan ketimpangan sosial, pemberdayaan 

perempuan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan, dengan keterlibatan aktif masyarakat dalam reforma agraria (Harashta 

& Mazlan, 2022). Pengelolaan akses dilaksanakan melalui program 

pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan potensi lokal setiap daerah, 

karena setiap wilayah memiliki kualitas dan potensi unik seperti kekayaan sumber 

daya alam atau potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan. Program ini 

difokuskan sesuai karakteristik daerah, misalnya peningkatan kemampuan 

mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk daerah yang kaya sumber 

daya, atau peningkatan akses pasar untuk wilayah dengan potensi pasar yang 

belum terealisasi, sehingga mendorong kemajuan ekonomi lokal. (Dini Riyadi & 

Nazir Salim, 2020). 

Kegiatan penanganan akses reforma agraria Kantor Pertanahan Kota 

Singkawang  berada di Kelurahan Setapuk Besar, Kecamatan Singkawang Utara, 

Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Kelurahan Setapuk Besar adalah 

Kelurahan yang berada di pesisir utara di Kecamatan Singkawang Utara yang 

berperan penting dalam proses pembangunan Kota Singkawang. Kelurahan ini 

memiliki banyak potensi yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat 

pertumbuhan wilayah dan mendukung pembangunan Pemerintah Kota 

Singkawang karena lokasinya yang strategis. Keberhasilan perencanaan 

pemberdayaan yang tepat sasaran diperlukan gambaran mengenai kondisi 

lapangan terkait calon subyek reforma agraria, yaitu pada Kelurahan Setapuk 

Besar melalui pemetaan sosial. Pemetaan sosial adalah proses pengumpulan dan 

penggambaran data, informasi, potensi, kebutuhan, dan permasalahan sosial, 

ekonomi, teknis serta kelembagaan untuk mengenali dan mendalami kondisi 

masyarakat. Pemetaan sosial penting untuk mengidentifikasi dan memahami 

dinamika sosial, ekonomi, dan budaya (sistem kelembagaan dan individu) 
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(Arnowo, 2025a). Hasil dari pemetaan sosial menyatakan bahwa Kelurahan 

Setapuk Besar memerlukan pengembangan melalui pemberdayaan tanah 

masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan yang diperlukan adalah peningkatan 

kualitas sumber daya manusia (SDM), pemodalan usaha, manajemen 

pengembangan produk dan pemasaran.  

Penelitian di Kelurahan Setapuk Besar berfokus pada urgensi 

permasalahan yang dihadapi masyarakat akibat dampak air laut. Upaya utama 

yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan untuk 

menangani situasi tersebut, sekaligus mempertahankan serta mengembangkan 

potensi yang sudah ada. Produk utama yang dimiliki adalah kelapa, ubi, dan talas, 

dan termasuk juga usaha tambahan di pekarangan rumah yaitu cabai. Meskipun 

memiliki banyak potensi sumber daya alam, sektor pertaniannya menghadapi 

sejumlah masalah besar yang menghambat produktivitasnya. Infrastruktur irigasi 

yang tidak memadai merupakan salah satu masalah utama. Irigasi yang ada tidak 

dapat memenuhi kebutuhan air pertanian saat cuaca ekstrem terjadi, seperti musim 

kemarau panjang atau hujan lebat. Akibatnya, produktivitas pertanian terganggu, 

dan petani menghadapi tantangan untuk mengelola lahan  dengan cara yang paling 

efektif. 

Mayoritas masyarakat Kelurahan Setapuk Besar mengandalkan pertanian 

turun-temurun dan UMKM seperti usaha keripik serta ayam potong, namun 

menghadapi tantangan serius akibat intrusi air laut yang menurunkan kesuburan 

tanah dan kualitas bahan baku, sehingga memaksa petani berpindah-pindah 

mencari lahan subur dan menyebabkan ketidakstabilan. Para pelaku UMKM 

meskipun tergabung dalam kelompok usaha dan memiliki izin PIRT, kesulitan 

meningkatkan penjualan karena minimnya pasar lokal sehingga mengandalkan 

ekspor ke Malaysia, namun terhambat karena sebagian besar tidak memiliki 

sertifikat resmi dan harus meminjam dari pihak lain, ditambah masalah penjualan 

ilegal dimana produk keripik dijual kembali dengan label Malaysia di Indonesia 

dengan harga lebih tinggi sehingga pelaku UMKM kehilangan kontrol akan hal 

tersebut. 



 

4 

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan secara mendalam kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pesisir 

serta hambatan yang dihadapi dalam mengelola usaha dan lahan pertanian. Fokus 

penelitian difokuskan pada Kelurahan Setapuk Besar, yang memiliki potensi besar 

dalam sektor pertanian, seperti kelapa, ubi, dan talas, serta UMKM, seperti keripik 

dan ayam potong. Dengan memahami kondisi, tantangan, dan peluang yang ada, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang 

kebutuhan masyarakat dan mendukung upaya pemberdayaan yang dapat 

meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan. Penelitian ini disusun dengan 

judul “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Penataan Akses Reforma 

Agraria untuk Peningkatan Kesejahteraan (Studi di Kelurahan Setapuk Besar, 

Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat).” 

B. Rumusan Masalah 

Kelurahan Setapuk Besar, yang terletak di Kecamatan Singkawang Utara, 

Kota Singkawang, memiliki potensi yang signifikan dalam bidang Usaha Mikro 

Kecil Menengah (UMKM), termasuk usaha keripik dan ayam potong, serta sektor 

pertanian yang menghasilkan talas, kelapa, dan ubi. Oleh karena itu, 

pemberdayaan masyarakat yang efektif sangat diperlukan untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi lokal. Sebagian besar penduduk Kelurahan Setapuk Besar 

bergantung pada sektor pertanian dan UMKM yang mereka jalankan. Sebagai 

bagian dari program reforma agraria, Kantor Pertanahan Kota Singkawang telah 

membentuk Tim Akses Reforma Agraria yang akan beroperasi di Kelurahan 

Setapuk Besar pada tahun 2023. Tim ini telah berfokus pada peningkatan akses 

reforma agraria dengan memperhatikan potensi wilayah dan masyarakat setempat. 

Karena fakta bahwa setiap wilayah memiliki kesulitan, dan karakteristik yang 

berbeda, program reforma agraria perlu dievaluasi secara lebih mendalam. Setiap 

daerah di Indonesia memiliki kondisi yang berbeda, termasuk sumber daya alam, 

potensi ekonomi, struktur sosial, dan masalah yang dihadapi oleh masyarakatnya. 

Oleh karena itu, pelaksanaan reforma agraria harus disesuaikan dengan kondisi 

dan kebutuhan setiap daerah.  
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Berdasarkan uraian masalah yang telah disampaikan, peneliti merumuskan 

beberapa pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diteliti: 

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penataan akses reforma 

agraria di Kelurahan Setapuk Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan 

Barat? 

2. Bagaimana dampak pemberdayaan terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat pesisir di Kelurahan Setapuk Besar, Kota Singkawang, Provinsi 

Kalimantan Barat? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara khusus adalah untuk: 

1. Mengetahui pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penataan akses 

reforma agraria untuk peningkatan kesejahteraan. 

2. Mengetahui hasil dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir 

melalui pemberdayaan masyarakat. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat akademis, yaitu bagi peneliti studi 

ini bertujuan memperdalam pemahaman tentang implementasi reforma 

agraria berbasis pemberdayaan masyarakat di daerah pesisir dengan fokus 

pada sektor pertanian dan UMKM, sekaligus mengembangkan wawasan 

teoritis dan memperkaya referensi untuk studi lanjutan dalam bidang 

pertanian, ekonomi lokal, dan kebijakan agraria. Bagi Kampus STPN, 

penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan 

kurikulum dan materi pembelajaran, khususnya dalam ranah kebijakan 

agraria dan pemberdayaan masyarakat, serta menyediakan contoh kasus nyata 

dalam kajian kualitatif deskriptif yang memungkinkan taruna dan civitas 

akademika memahami secara mendalam tantangan dan peluang implementasi 

reforma agraria pada level lokal. 
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2. Manfaat Sosial Praktis 

Penelitian ini memberikan manfaat sosial dan praktis yang bersifat multilevel. 

Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran dan partisipasi 

dalam program reforma agraria berbasis pemberdayaan, khususnya dalam 

pengelolaan sumber daya agraria secara produktif dan berkelanjutan. Melalui 

pemahaman yang lebih baik tentang hak atas tanah dan strategi 

pemanfaatannya, masyarakat didorong untuk lebih aktif dalam pengelolaan 

lahan, baik untuk pertanian maupun pengembangan UMKM, sehingga dapat 

memperluas peluang ekonomi lokal. 

Bagi peneliti, kajian ini menjadi sarana untuk memperoleh pengalaman 

langsung dalam menganalisis implementasi reforma agraria di tingkat lokal 

serta menghasilkan data lapangan yang dapat dijadikan dasar untuk 

mengembangkan metode pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif dan 

relevan. Sementara itu, bagi pemerintah, penelitian ini menyediakan 

informasi komprehensif terkait kondisi tanah, sosial, ekonomi, dan fisik 

masyarakat di Kelurahan Setapuk Besar yang dapat dimanfaatkan untuk 

merumuskan kebijakan agraria yang lebih tepat sasaran, strategi peningkatan 

kesejahteraan, serta pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 

produktivitas lahan dan pencegahan konflik agraria. 

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi dalam menciptakan sinergi 

antara masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam mendukung 

pelaksanaan reforma agraria yang berkelanjutan dan berpihak pada 

kesejahteraan rakyat.  
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Proses pemberdayaan masyarakat pesisir di Kelurahan Setapuk Besar melalui 

penataan akses reforma agraria yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota 

Singkawang selama periode Maret hingga Juli 2023 menunjukkan hasil yang baik 

di setiap tahapannya. Kegiatan ini meliputi penetapan lokasi, penyuluhan, pemetaan 

sosial, penyusunan model, dan pendampingan, yang bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan akses tanah dan sumber daya. 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai 

berikut: 

1. Penataan akses reforma agraria berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir di 

Kelurahan Setapuk Besar dilaksanakan melalui serangkaian tahapan, mulai 

dari pemetaan sosial, penyuluhan, penyusunan model, hingga pendampingan 

dan pembentukan rumah produksi. Program ini menyediakan pelatihan, 

fasilitasi akses pasar, pendampingan teknis, serta penguatan kelompok usaha, 

dengan dukungan partisipasi masyarakat yang tinggi. Meskipun menghadapi 

tantangan seperti intrusi air laut dan minimnya infrastruktur irigasi, metode 

penataan akses melalui pengembangan Pertanian Terintegrasi berhasil 

memanfaatkan lahan secara produktif, meningkatkan kesejahteraan, dan 

membuka akses ekonomi baru. Keberhasilan tersebut didukung oleh interaksi 

aktif antar pihak, yaitu masyarakat, Kantor Pertanahan, serta dinas teknis 

terkait yang berkolaborasi dalam menciptakan program yang partisipatif dan 

berkelanjutan. 

2. Pemberdayaan melalui penataan akses berhasil meningkatkan keterampilan 

masyarakat di bidang pertanian dan UMKM, menciptakan diversifikasi usaha 

dan peluang pendapatan baru. Program ini berhasil meningkatkan pendapatan 

masyarakat melalui pembangunan rumah produksi dan diversifikasi usaha, 

yang memungkinkan masyarakat memperoleh penghasilan dari produk secara 
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lebih stabil dan terorganisasi. Upaya ini juga mengurangi kemiskinan dengan 

memberikan pelatihan pembuatan pupuk BSM3, penyediaan sertifikat ekspor, 

serta peningkatan akses pasar, sehingga masyarakat lebih mandiri secara 

ekonomi. Masyarakat menjadi lebih mandiri dengan pendapatan meningkat 

serta ketahanan sosial dan ekonomi yang lebih kuat. 

Secara keseluruhan, program penataan akses reforma agraria di Kelurahan Setapuk 

Besar telah memberikan dampak positif yang luas, tidak hanya dalam aspek 

ekonomi tetapi juga dalam penguatan sosial dan lingkungan. Keberhasilan ini 

menunjukkan bahwa pendekatan dan partisipasi dapat menciptakan perubahan yang 

berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pesisir. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis, beberapa rekomendasi strategis telah dibuat untuk 

memaksimalkan pelaksanaan dan keberlanjutan program penataan akses di 

Kelurahan Setapuk Besar: 

1. Bagi Pemerintah, untuk mengatasi masalah intrusi air laut yang berkelanjutan 

dibutukan perhatian lebih lanjut seperti memasang sea wall untuk mencegah 

intrusi air laut ke wilayah daratan pada saat banjir rob atau ketika gelombang 

tinggi karena pohon bakau yang ada juga kurang memadai untuk menahan 

intrusi air laut. Efek dari intrusi air laut setiap tahunnya naik dan jika dibiarkan 

akan berdampak lebih besar lagi, oleh karena itu pemerintah harus membuat 

rencana tindak lanjut. Strategi ini harus dikembangkan oleh tim multisektor 

yang bekerja sama, dengan penekanan pada peningkatan sistem koordinasi. 

2. Bagi Masyarakat, teknologi informasi dan komunikasi harus dimanfaatkan 

secara maksimal sebagai alat untuk meningkatkan ketersediaan informasi 

mempromosikan produk daerah, dan memperluas pasar produk pertanian agar 

tidak hanya memiliki target pasar yang sempit hanya disekitar daerah rumah 

produksi. Agar masyarakat dapat bersaing di era digital dan memperoleh 

keuntungan finansial yang baik kedepannya, pemerintah dan lembaga terkait 

juga harus menawarkan program pelatihan terpadu yang mencakup pemasaran 

digital. 
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3. Bagi pelaku UMKM dan kelompok tani di Kelurahan Setapuk Besar 

diharapkan semakin kreatif dan kooperatif. Perlu terus dikembangkan untuk 

menciptakan jaringan kemitraan strategis, meningkatkan standar kualitas 

produksi, dan menghasilkan produk pertanian bernilai tambah tinggi. Untuk 

menjamin keberlangsungan dan efektivitas program dalam jangka Panjang. 

Seperti pelatihan, dukungan teknis, dan pembangunan kelembagaan yang 

berkelanjutan harus menjadi prioritas utama. 

4. Bagi penelitian selanjutnya dengan karakteristik Kelurahan Setapuk Besar 

sebagai wilayah pesisir, penelitian ke depan dapat membandingkan efektivitas 

implementasi reforma agraria di beberapa wilayah pesisir lainnya. Hal ini akan 

memperkaya pemahaman tentang faktor keberhasilan dan tantangan lokal 

dalam pemberdayaan masyarakat melalui penataan akses reforma agraria.  
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